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BUPATI NIAS UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR　40 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a・ bahwa untuk mendukung upaya pencegahan korupsi guna

mewujudkan bangsa yang me調u叫ung tinggi akhlak mulia,

nilai-nila=uhur, kearifan dan budi pekerti, Perlu pembekalan

penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di

lingkup Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara;

b. bahwa pembekalan dan penguatan pendidikan karakter

an仕kerupsi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui

implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi

terhadap peserta didik;

c. bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan Bupa也Nias

Utara tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya

Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Utara;

Mengingat　: 1. Undang-Undang Nomor　31　Tahun　1999　tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tbhun 1999　Nomor 140) Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　3874)

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O

Tahun 20Ol tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

3 1 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O I Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 50);

2. Undang-Undang Nomor　30　Tahun　20O2　tentang Komis王

Pember貧ntasan Thd争k Pida.na Kor囲Si (I々mba喉n Negara

Republik Indonesia Tthun　2002　Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　4250)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Und批Ig Nomor 19 Tahun 2O19 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 197, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;



3. Undang-Undang Nomor　20　Tahun　2003　tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 43O l) ;

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor　5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 1 5 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14

tentang Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2O14 tentang Administrasi

Pemehntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14　Nomor　292, Ta血bahan Lembaran Negara Republik

賞ndonesia N°mOr与60 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17　Tahun　2010　tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lemba髄Ln

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor　5105主

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor　66　Tahun　201O tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OIO tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2010　Nomor l12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 57);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia

T会員哩租愛Q‡7 NQ班Qr圭98);

9. Peraturan Menteh Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor　23

掲hun 20 1 5 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri∴Nomor　8O Tahun　2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun　2O15　Nomor 2O36) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeh Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor　20

Tahun　2018　tentang Penguat乳n∴Pendidika租　Ka泡kte輩　Pada

Satuan Pendidikan Formal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Nias Utara;



Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/S

tangga1 20　Mei　2020　tentang Implementasi Pendidikan

Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan　: PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NIAS UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.

2. Pemehntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur perryelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang me可adi

kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.

4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nOnformal dan informal pada

Setiap jerもang dan jenis pendidikan.

5. Peserta didik adalah pesert患didik pa,d乳je垂ang pendidikan da既r.

6. Integritas adalah keselarasan pi地ran, PeraSaan, uCaPan dan tindakan dengan

nilai-nilai universal.

7・ Implementasi adalah penerapan/Pelaksanaan rencana yang telah disusun

SeCara terPerinci.

8・ Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses

Pembeled aran.

9. Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi adalah satu kesatuan dari

Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap

antikorupsi dalam diri peserta didik di Satua皿Pendidikan se-Kabupaten Nias

Utara.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi

Pendidikan karakter dan budaya an也korupsi di Satuan Pendidikan se-Kabupaten

Nias Utara.

Pasa1 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mew可udkan Sumber Daya Manusia yang

memiliki karal吐er an出{OruPSi yang meliputi peserta didik di Satuan Pendidikan se-

Kabupaten Nias Utara.



BABIII

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;

b. Ke重jasama;

C・ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

d・ Peran Pemerintah Kabupaten/Kota;

e. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

f. Pembiayaan.

BÅBIV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Implementasi pendidikan karakter dan budaya a-ntikorupsi dilaksanakan kepada

PeSerta didik di Satuan Pendidikan se-Kabupaten Nias Utara.

Bagian Kedua

Peserta Didik

(1〉 Implementasi pendid地m karakter dan budaya antikorupsi pada sektor

Pendidikan fomal di satuan pendidikan dasar dilaksanakan pada kurikuler,
kokurikuler dan ekstrakurikuler.

(2) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada sektor

Pendidikan non fomal yang diselenggarakan oleh Organi睨si Perangkat Daerah

yang membidangi pendidikan.

Komponen implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi meliputi :

a. materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi disampaikan pada jer寄ang

Pendidikan dasar;

b、 melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan antikorupsi;

C. Pendidik pada je塙ang pendidikan dasar melaksanakan proses pembeledaran

dengan mengintregasikan materi pendidik紬karakter dan budaya antikorupsi

Pada satuan pendidikan;

d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi pendidikan karakter dan

budaya antikorupsi.



BABV

KE RJ ASAMA

Pasa1 8

(1) Dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi

dapat dilaksanakan oleh Pemehntah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas

Pendidikan dengan Pemehntah Pusat dan pemehntah daerah lainnya serta

Pihak ketiga.

(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di

Daerah.

(3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya

adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota.

(4) Pelaksanaan k。Ijasama dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan

budaya antikorupsi sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan ・

BAB VI

MONITORING, EVAI,UASI DAN PELAPORAN

Pas血9

用　Monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan

budaya antikorupsi dilakukan oleh Bupa仕・

(2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

Pada ayat ( 1) , Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Nias Utara bersama

instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasa11O

Pelaporan atas implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi

disampaikan kepada Bupati paling sedikit l (Satu〉 tahun sekali atau sewaktu-

Waktu apabila diperlukan ,

BABVII

PEMB IAYAAN

Pas粗ll

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini

dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Daerah Kabupaten Nias Utara melalui D血as

Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

b. Sumber pembiayaan l証n yang sah dan tidak mengikat.



BABVHI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirlya, memerirltahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatamya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu

Pada tangga1 15 September 2020

BUPATI NIAS UTARA,

Ttd.

M. INGATI NAZARA

Diundangkan di Lotu

Pada tanggal 15 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

YAFBTI NAZARA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR : 89

ERLIUS HULU, SH

N皿19720709 200605 1 001


